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Abstract 

This research motivated by the problem that emerged due the number of korean drama 
consumers, which considered to have control the Chinese broadcasting industry. This causes 
Chinese government found it necessary to stop the popularity of korean drama by issued a 
restriction policy for all South Korea television programs. However, that restriction policy failed 
because the import figures of korean drama in China stabilized quickly and continued to 
increase. This research tried to find the factors that cause the Chinese broadcasting industry still 
controlled by korean drama, although it had imposed restriction policy before, by using Trade 
Openness theory, Cultural Diplomacy theory, Cultural Proximity concept, and Cultural 
Hybridization thesis. In the end, the researcher found that the cause of the Chinese broadcasting 
industry controlled by korean drama can not be separated from Chinese government decision to 
transform became open to the international community and South Korea government decision 
to  develop their own culture industry. In addition, China-South Korea relationship in the past 
makes both countries bound by the same way tradition, can be a possible cause of the korean 
drama popularity in China is hard to stop. Moreover, korean drama as part of korean wave is a 
form of cultural mix between the West and the East that considered as an alternative culture for 
China. 

Keywords: Broadcasting Industry, Korean Drama, People’s Republic of China, South Korea, 
Cultural Diplomacy, Cultural Proximity, and Cultural Hybridization. 

Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan yang muncul akibat banyaknya 
konsumen drama Korea, yang dianggap telah menguasai industri pertelevisian Tiongkok. Hal 
ini menyebabkan pemerintah Tiongkok merasa perlu menghentikan popularitas drama Korea 
di Tiongkok dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan program televisi Korea Selatan. 
Namun, kebijakan tersebut dinilai gagal karena angka impor Tiongkok terhadap drama Korea 
dengan cepat kembali stabil dan terus mengalami peningkatan. Penelitian ini mencoba 
menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab industri pertelevisian Tiongkok tetap 
dikuasai oleh drama Korea, meskipun telah diberlakukan kebijakan pembatasan sebelumnya 
dengan menggunakan teori Keterbukaan Ekonomi, teori Diplomasi Kebudayaan, konsep 
kedekatan budaya, dan tesis hibridisasi budaya. Pada akhirnya, peneliti menemukan bahwa 
penyebab dikuasainya industri pertelevisian Tiongkok oleh drama Korea tidak dapat 
dilepaskan dari keputusan transformasi keterbukaan Tiongkok terhadap dunia internasional 
dan keputusan Korea Selatan untuk mengembangkan industri budaya miliknya. Selain itu, 
adanya hubungan masa lalu membuat kedua negara terikat oleh cara tradisi yang sama dapat 
menjadi kemungkinan penyebab popularitas drama Korea sulit untuk dihentikan di Tiongkok. 
Terlebih, drama Korea sebagai bagian dari korean wave merupakan bentuk budaya campuran 
antara Barat dan Timur sehingga dianggap sebagai budaya alternatif bagi Tiongkok. 

KataKunci: Industri Pertelevisian, Drama Korea, Tiongkok, Korea Selatan, Keterbukaan 
Ekonomi, Diplomasi Kebudayaan, Kedekatan Budaya, dan Hibridisasi Budaya. 
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Pendahuluan 

Drama Korea  merupakan 
produk budaya yang banyak diminati 
oleh masyarakat Tiongkok. Hal ini 
didasari oleh tingginya rating konsumen 
yang didapat setelah China Central 
Television (CCTV) menayangkan drama 
berjudul What is Love All About, di 
tahun 1997. Dooboo Shim memaparkan 
bahwa drama tersebut berhasil meraih 
rating tertinggi kedua dalam sejarah 
penayangan opera sabun di Tiongkok 
(Yang 2015, hal. 29). Kesuksesan 
tersebut kemudian tidak hanya menarik 
peminat drama Korea di Tiongkok, 
tetapi juga menjadi pintu masuk bagi 
keberhasilan produk-produk Korea 
Selatan lainnya. Fakta tersebut 
menjadikan Tiongkok salah satu negara 
yang tak luput dari fenomena Korean 
Wave atau biasa disebut Hallyu. 
Menurut Lee Eun Sook, pada bulan 
September 2000, tercatat sebanyak 24 
drama Korea telah ditayangkan di 
televisi Tiongkok, dan meningkat 
menjadi 67 drama Korea pada tahun 
2002 (Li 2014, hal. 11). Hal ini 
menunjukkan bahwa popularitas drama 
Korea meningkat tajam yang tentunya 
berdampak pada peningkatan impor 
produk-produk Korea Selatan lainnya. 

Kesuksesan terbesar drama 
Korea di Tiongkok diketahui terjadi 
pada tahun 2005, saat drama sejarah 
berjudul Jewel in the Palace 
ditayangkan di Hunan TV berhasil 
memenuhi selera konsumen Tiongkok 
dan menarik lebih dari 180 juta 
konsumen dari seluruh negara (Li 2014, 
hal. 11). Namun, pada awal tahun 2006, 
pemerintah Tiongkok secara tiba-tiba 
mengeluarkan kebijakan pembatasan 
penayangan drama Korea di seluruh 
stasiun televisi dalam rangka 
menurunkan popularitas Hallyu di 
Tiongkok. Tindakan pemerintah 
tersebut didasari oleh munculnya kritik 
atas popularitas budaya pop Korea 
Selatan yang dinilai telah melebihi batas 
oleh kalangan konservatif dan nasionalis 
Tiongkok yang menyebut diri mereka 
sebagai Gerakan Anti-Hallyu. Jiyoung 
Chae menjelaskan bahwa gerakan 

resistensi ini muncul sejak pertengahan 
tahun 2000 dan terdiri dari beberapa 
kaum intelektual lokal, industri-industri 
popular culture, dan media massa 
Tiongkok (Yang, 2012: 104). 

Kebijakan pembatasan 
dikeluarkan pemerintah Tiongkok 
melalui badan sensor pertelevisian 
bernama The State Administration of 
Radio, Film and Television (SARFT) 
adalah berupa pemotongan setengah 
kuota impor drama Korea yang tidak 
hanya bertujuan membatasi popularitas 
budaya Korea di siaran televisi 
Tiongkok, tetapi juga menyelamatkan 
program-program televisi produk dalam 
negeri (La Torre 2008, hal. 30). 
Menanggapi tindakan Tiongkok 
tersebut, Korea Selatan turut 
menunjukkan sikap proteksi dengan 
tidak menayangkan drama-drama yang 
telah di ekspor Tiongkok di golden time 
atau di stasiun televisi utama (Kim 2011, 
hal. 15). Kondisi ini kemudian disebut-
sebut sebagai era Cold Wave oleh 
sejumlah media di Tiongkok, mengingat 
impor produk-produk budaya Korea 
Selatan mengalami penurunan dan 
muncul sentimen di antara masyarakat 
Tiongkok terhadap Korea Selatan. 
Adapun hal ini berlangsung selama lima 
tahun, dimulai sejak tahun 2006 hingga 
tahun 2010, yang kemudian dikenal 
sebagai silence period, yang mana tidak 
ada drama Korea yang berhasil meraih 
skala besar hingga batas tertentu (Li 
2014, hal. 6). 

Pada tahun 2010, diketahui 
silence period telah berakhir, ditanda 
dengan 171 tayangan televisi luar negeri 
telah mendapatkan izin untuk 
ditayangkan di Tiongkok, yang di 
antaranya adalah 104 program TV serial 
dan 67 film (Italian Trade Commission 
2011, hal. 21). Kondisi tersebut 
menunjukkan bahwa kebijakan 
pembatasan yang diberlakukan oleh 
pemerintah Tiongkok telah mengalami 
kegagalan. Pada dasarnya, kegagalan 
kebijakan pemerintah tersebut 
disebabkan oleh keberadaan situs video-
sharing  yang memberi kemudahan 
konsumen drama Korea di Tiongkok 
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untuk tetap dapat menonton drama 
Korea. Adapun dua situs video-sharing 
terbesar di Tiongkok adalah Tudou 
(www.tudou.com) dan Youku 
(www.youku.com) yang telah 
memperhitungkan 80% pasar (Kim 
2011, hal. 18). Situs video-sharing ini 
mampu menyajikan drama Korea 
dengan teks bahasa Mandarin hanya 
dalam waktu 12 jam setelah penayangan 
perdana di Korea Selatan. Dengan 
berlakunya kebijakan pembatasan 
drama Korea, semakin banyak 
konsumen Tiongkok yang mengunjungi 
situs video-sharing untuk menonton 
drama dan film luar negeri. 

Pada tahun 2011, pemerintah 
Tiongkok menyadari bahwa kebijakan 
pembatasan penayangan drama Korea 
hanya menciptakan lingkungan buruk 
bagi tayangan lokal Tiongkok. Oleh 
karenanya, pemerintah mengeluarkan 
aturan baru yang lebih ramah demi 
menyelamatkan stasiun-stasiun televisi 
Tiongkok yang mengalami kerugian 
karena kehilangan konsumen dalam 
jumlah besar setelah berlakunya 
kebijakan pembatasan. Sebanyak 30 
tayangan televisi impor mendapatkan 
persetujuan dari regulator daratan 
Tiongkok, yang diantaranya berasal dari 
Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan 
(Li 2014, hal. 11). Melalui aturan baru 
ini, pemerintah memanfaatkan 
popularitas drama Korea untuk menarik 
kembali konsumen televisi Tiongkok. 
Dari sini terlihat bahwa kebijakan 
pembatasan tayangan televisi impor, 
terutama drama Korea, yang diterapkan 
oleh pemerintah Tiongkok 
menunjukkan ketidakberhasilan. 
Bahkan, kebijakan pembatasan drama 
Korea justru dianggap sebagai penyebab 
ketidaksuksesan berbagai tayangan 
televisi lokal Tiongkok, sehingga 
memaksa pemerintah Tiongkok untuk 
melonggarkan kebijakan 
pembatasannya. 

Penyebab Dikuasainya Negara 
oleh Budaya Asing: Keterbukaan 
Ekonomi, Diplomasi Kebudayaan, 
Kedekatan Budaya, dan 
Hibridisasi Budaya 

Dalam menganalisis penyebab 
dikuasainya suatu negara oleh budaya 
asing negara lain, dapat dijelaskan 
melalui teori Keterbukaan Ekonomi. 
Keterbukaan ekonomi diketahui 
memiliki relasi dengan budaya, karena 
menurut Christopher J. Coyne dan 
Claudia R. Williamson (2012, hal. 1), 
semakin terbukanya suatu negara dalam 
melakukan perdagangan, maka semakin 
mudah pula bagi suatu negara untuk 
memproses budaya yang kondusif untuk 
meningkatkan interaksi sosial dan 
ekonomi. Adapun keterbukaan ekonomi 
memiliki definisi sebagai kemampuan 
tidak terbatas dalam melakukan 
interaksi di pasar keuangan dan 
komoditas internasional (Coyne dan 
Williamson 2012, hal. 5). Interaksi tak 
terbatas inilah yang kemudian dianggap 
memberi pengaruh terhadap budaya 
yang dimiliki suatu negara, sehingga 
mengalami mekanisme perubahan yang 
mengarah menjadi lebih baik atau justru 
lebih buruk. Terjadinya perubahan 
budaya sebenarnya bergantung pada 
respon penerimaan masyarakat 
terhadap keterbukaan ekonomi yang 
dijalankan oleh pemerintahnya. Hal ini 
dapat dilihat melalui empat indikator 
utama, yakni: (1) kepercayaan (trust); 
(2) rasa hormat terhadap pihak lain 
(respect); (3) tingkat persepsi 
penentuan nasib sendiri (perceived level 
of self determination); dan (4) tingkat 
kepatuhan (level of obedience). 

Berdasarkan asumsi keterbukaan 
ekonomi, penerimaan masyarakat 
memberi peluang bagi negara-negara 
untuk memperluas interaksi yang tidak 
hanya berbasis ekonomi, tetapi juga 
sosial dan budaya. Hal ini tentunya 
merupakan kesempatan emas bagi 
negara-negara yang melancarkan soft 
power melalui diplomasi kebudayaan 
untuk memperluas pengaruhnya. Jens 
Nielsen Sigsgaard (2011, hal. 22) 
menjelaskan bahwa ketika suatu 
hubungan antar negara terjalin dengan 
baik, maka akan terjadi pertukaran ide, 
bahasa, seni, dan agama meskipun 
hanya sedikit. Kondisi tersebut 
merupakan awal dari dijalankannya 
diplomasi kebudayaan yang menjadi 
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media dalam pertukaran dan 
penyebaran budaya milik suatu negara 
ke negara lainnya. Lenczowki (dalam 
Sigsgaard 2011, hal. 24) 
mendeskripsikan diplomasi kebudayaan 
sebagai berikut: 

“Cultural diplomacy may be 
defined as the use of various elements of 
culture to influence foreign publics, 
opinion makers, and even foreign 
leaders. These elements comprehend the 
entire range of characteristics within a 
culture: including the arts, education, 
ideas, history, science, medicine, 
technology, religion, customs, manners, 
commerce, philanthropy, sports, 
language, professional vocations, 
hobbies, etc. and the various media by 
which these elements may be 
communicated. Cultural diplomacy 
seeks to harness these elements to 
influence foreigners in several ways: to 
have a positive view…”. 

Pengaplikasian soft power 
melalui diplomasi kebudayaan oleh 
suatu negara ke negara lain akan 
semakin mudah dijalankan apabila 
kedua negara yang terlibat memiliki 
kedekatan budaya atau cultural 
proximity. Hal ini didasari oleh 
pandangan bahwa budaya akan lebih 
mudah mengalir antar negara dengan 
budaya sama (Yang 2012, hal. 110). 
Masyarakat penerima budaya asing 
cenderung lebih cepat menerima 
produk-produk impor yang 
mengandung nilai-nilai, rasa, dan 
pengalaman yang mereka miliki, 
daripada budaya yang benar-benar baru 
dikenalnya. Straubhaar menjelaskan 
bahwa kedekatan budaya merupakan 
karakteristik dominan yang tercermin 
dalam materi yang diproduksi secara 
nasional atau lokal yang lebih dekat dan 
lebih memperkuat identitas tradisional, 
berbasis etnis, dialek atau bahasa 
daerah, agama, dan elemen lainnya 
(Trepe 2008, hal. 5). Asumsinya adalah 
permintaan masyarakat terhadap 
produk lokal yang tidak dapat dipenuhi, 
dapat diperoleh melalui produk-produk 
dari negara lain yang memiliki nilai-nilai 

budaya yang sama karena akan lebih 
mudah dikonsumsi. 

Selain itu, keberhasilan 
penggunaan soft power menggunakan 
diplomasi budaya juga tidak dapat 
dilepaskan dari peran globalisasi yang 
berkembang saat ini. Globalisasi yang 
menyebabkan terjadinya intensifikasi 
hubungan sosial di seluruh dunia, tidak 
sekedar memberi fasilitas pertukaran 
dan penyebaran budaya, namun juga 
membentuk budaya baru yang tidak 
menghilangkan budaya asli masyarakat. 
Kondisi ini disebut juga sebagai 
hibridisasi budaya. Hibridisasi yang 
disebut juga sebagai sinkronisasi, 
didefinisikan oleh Rowe dan Schalling 
sebagai “the ways in which forms 
become separated from existing 
practices and recombines with new 
forms in new practices” (Pieterse 1993, 
hal. 64). Apabila dikaitkan pada konteks 
budaya, maka hibridisasi adalah kondisi 
yang memungkinkan unsur-unsur 
budaya terpisah dengan budaya aslinya, 
bergabung dengan unsur-unsur budaya 
asing membentuk wujud budaya 
campuran yang belum ada sebelumnya. 
Adapun poin penting dalam hibridisasi 
budaya, yakni pertukaran budaya dan 
penggabungan unsur budaya yang 
muncul dari berbagai macam sumber 
dalam praktik budaya tertentu. 
Hibridisasi budaya selama ini dinilai 
selalu menunjukkan keberhasilan 
apabila dikaitkan dengan musik, 
literatur, seni, agama, dan kehidupan 
spiritual. Lebih lanjut, hibridisasi 
memiliki fungsi sebagai bagian dari 
hubungan power antara pusat dan 
marjin, hegemoni dan minoritas, serta 
mengindikasikan pengaburan, 
destabilisasi atau subversi hubungan 
hirarki yang ada (Pieterse 1993, hal. 72). 

Keterbukaan Ekonomi sebagai 
Pintu Masuk Drama Korea ke 
Tiongkok 

Tersebarnya budaya Korea 
Selatan di Tiongkok tidak dapat 
dilepaskan dari peran Deng Xiaoping 
yang memutuskan untuk membuka 
pintu isolasi Tiongkok terhadap dunia 



nadya eva firdhani 

302 

internasional di tahun 1978. Kebijakan 
tersebut secara perlahan mengantarkan 
Tiongkok untuk membangun hubungan 
kerjasama dengan berbagai negara di 
dunia. Padahal sebelumnya, Tiongkok 
merupakan negara isolasionis yang 
dipimpin oleh Mao Zedong selama 
hampir tiga puluh tahun dengan 
kepemimpinan radikal yang menolak 
kapitalisme dan berpijak pada ide-ide 
perjuangan kelas Marxisme. Hal inilah 
yang kemudian mendasari Mao 
mengeluarkan kebijakan The Great 
Leap Forward pada tahun 1958, yang 
mereformasi sistem kepemilikan tanah 
di Tiongkok. Namun, tidak lama 
kemudian, kebijakan yang dicetuskan 
Mao tersebut dianggap sebagai 
kegagalan, hingga mengantarkan Mao 
pada kehilangan posisinya sebagai 
pemimpin tertinggi Tiongkok. 

Pada tahun 1978, tepatnya pada 
Sidang Ketiga Rapat Pleno Komite 
Sentral Kesebelas, Deng Xiaoping 
dinyatakan sebagai pemimpin Tiongkok 
selanjutnya, setelah ide-ide Reformasi 
Pendidikan miliknya berhasil 
memperbaiki sistem pendidikan dan 
mengurangi angka buta huruf di 
Tiongkok. Hal ini mendapat sambutan 
hangat dari kalangan Partai Komunis 
untuk segera mengangkat Deng sebagai 
pemimpin Tiongkok. Clem Tisdell 
menjelaskan bahwa Deng menyusun 
empat gagasan dalam menjalankan 
proses modernisasi di Tiongkok, yang 
diantaranya adalah: (1) mengubah 
sistem dan manajemen ekonomi 
Tiongkok menjadi lebih terbuka; (2) 
memperluas kerjasama ekonomi dengan 
negara-negara lain; (3) melancarkan 
upaya khusus untuk mengadopsi 
berbagai teknologi canggih di dunia; dan 
(4) menghasilkan lebih banyak karya-
karya ilmiah dan pendidikan (Tisdell 
2008, hal. 3-4). Gagasan modernisasi ini 
dapat disebut juga sebagai “Empat 
Modernisasi”. Untuk mewujudkan 
gagasan Empat Modernisasi, Deng 
tentunya perlu membuka pintu isolasi 
Tiongkok terhadap dunia internasional 
yang diwujudkan melalui kebijakan 
Reformasi dan Keterbukaan, yang 
mengubah sistem ekonomi Komunis 

menjadi ekonomi pasar di tahun 1979. 
Reformasi ekonomi tersebut 
mengantarkan Tiongkok pada kemajuan 
ekonomi yang pesat dan belum pernah 
terjadi sebelumnya. 

Kemajuan ekonomi Tiongkok 
terlihat semakin signifikan setelah 
Tiongkok menempati posisi sebagai 
salah satu negara yang diperhitungkan 
dalam sektor perdagangan 
internasional. Pada tahun 1980, 
diketahui nilai impor dan ekspor 
Tiongkok menempati peringkat ke-22 di 
dunia, dan kembali meningkat di tahun 
1995 dengan peringkat ke- 11. Yin (2007, 
hal. 29) menjelaskan bahwa mitra 
dagang global Tiongkok terus 
bertambah hingga membawa Tiongkok 
menempati peringkat ketiga di dunia 
pada tahun 2005 dalam nilai impor dan 
ekspor. Pertumbuhan ekonomi 
Tiongkok tersebut pada akhirnya 
menarik negara-negara lainnya untuk 
melakukan investasi, yang dibuktikan 
dengan diadakannya berbagai macam 
kerjasama ekonomi. Adapun salah satu 
negara yang menjadi mitra kerjasama 
ekonomi Tiongkok adalah Korea 
Selatan. Pada dasarnya, kedua negara 
telah menjalin kerjasama ekonomi dan 
perdagangan sejak dimulainya 
keterbukaan ekonomi Tiongkok. 
Namun, kerjasama tersebut 
dilaksanakan secara diam-diam untuk 
menghindari sentimen Korea Utara. 
Hingga pada akhirnya, tepat pada 
tanggal 24 Agustus 1992, kedua negara 
mengadakan normalisasi hubungan di 
Beijing. 

Laura Renner (2006, hal. 10) 
menjelaskan bahwa sejak akhir tahun 
1970-an hingga normalisasi tahun 1992, 
hubungan ekonomi Tiongkok dan Korea 
Selatan terus mengalami 
perkembangan, meskipun transaksi 
dilaksanakan secara diam-diam melalui 
Hong Kong untuk menghindari 
munculnya kekecewaan dari pihak 
Korea Utara. Melalui normalisasi 
tersebut, kedua negara membentuk 
prinsip-prinsip kesetaraan timbal balik 
dan good neighbor policy yang 
menanamkan nilai-nilai hidup 
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berdampingan secara damai. Selain itu, 
keduanya memutuskan untuk saling 
menghormati kepentingan Tiongkok 
atas kebijakan One China dan 
kepentingan Korea Selatan atas 
Unifikasi Damai di Semenanjung Korea 
(Hwang 2014, hal. 1). Normalisasi 
hubungan tersebut dapat dikatakan 
berhasil mengingat kerjasama 
perdagangan Tiongkok-Korea Selatan 
mampu mendapatkan hasil yang 
melampaui kerjasama perdagangan 
Tiongkok-Korea Utara. Terhitung sejak 
tahun 1989 hingga tahun 2004, ekspor 
barang Korea Selatan ke Tiongkok 
meningkat dari US$ 1,3 milyar menjadi 
US$ 49,8 milyar, sementara ekspor 
barang Tiongkok meningkat dari US$ 
472 juta menjadi US$ 27,8 milyar 
(Zhang 2010, hal. 3). Berdasarkan hal 
ini, tidak mengherankan apabila pada 
tahun 2003 Tiongkok berhasil 
menggeser kedudukan Amerika Serikat 
sebagai mitra perdagangan utama 
terbesar Korea Selatan. Sebaliknya, pada 
tahun 2009, Korea Selatan menempati 
posisi sebagai mitra perdagangan 
terbesar keempat Tiongkok (Snyde dan 
Byn 2010, hal. 2). 

Melalui normalisasi hubungan 
antara Tiongkok dan Korea Selatan, 
pada dasarnya membuka pintu 
kerjasama lainnya, yang tidak hanya di 
bidang perdagangan, tetepi juga di 
bidang politik, sosial, dan budaya. 
Kerjasama perdagangan yang 
sebelumnya telah terjalin menjadi 
semakin intens karena Korea Selatan 
bersedia menurunkan tarif ekspor 
produk-produknya ke Tiongkok, dari 
yang semula 5 persen menjadi 30 persen 
(Xuezhu 2007, hal. 4). Hal inilah yang 
kemudian mendasari penyebaran 
budaya Korea Selatan di Tiongkok, atau 
biasa dikenal sebagai fenomena Korean 
Wave . Oleh sebab itu, kebijakan 
Reformasi dan Keterbukaan yang 
diterapkan oleh Presiden Deng Xiao 
Ping merupakan situasi pre-kondisi 
masuknya Korean Wave ke pasar 
Tiongkok (Xuezhu 2007, hal. 4). 
Pengaruh Korean Wave  menjadikan 
berbagai produk Korea Selatan yang 
diimpor oleh Tiongkok memperoleh 

popularitas yang tinggi, salah satunya 
adalah drama Korea. Disaat yang sama, 
transformasi Tiongkok menjadi terbuka 
memberi dampak pada perkembangan 
industri pertelevisian Tiongkok, yang 
dibuktikan dengan munculnya stasiun-
stasiun televisi baru. Namun, stasiun-
stasiun televisi baru tersebut belum 
memiliki kemampuan untuk 
menghasilkan program televisi lokal 
yang berkualitas. Keyang Li (2014, hal. 
4) menjelaskan bahwa industri 
pertelevisian televisi Tiongkok 
sebenarnya tidak memiliki kekurangan 
dalam memproduksi tayangan televisi, 
bahkan program yang diproduksi sesuai 
dengan ketentuan SARFT karena berisi 
karakteristik lokal dan asli. Namun, 
kurangnya kreatifitas membuatnya tidak 
diminati oleh kebanyakan konsumen 
Tiongkok, sehingga kegiatan impor 
tayangan televisi luar negeri menjadi 
suatu kebutuhan.  

Sejak awal penayangannya di 
tahun 1997, drama Korea segera 
mendapatkan popularitas karena dinilai 
memenuhi selera konsumen dengan 
menampilkan nilai-nilai budaya yang 
akrab dengan kehidupan sehari-hari 
masyarakat Tiongkok. Keberhasilan 
tersebut memberi dampak yang 
signifikan terhadap kalangan muda 
Tiongkok yang mulai mengikuti gaya 
Korea Selatan dalam berpakaian dan 
berperilaku. Hal tersebutlah yang 
melatarbelakangi dikeluarkannya 
kebijakan pembatasan dan pengurangan 
penayangan drama Korea oleh 
pemerintah Tiongkok. Namun, 
kebijakan pembatasan tersebut tidak 
berlangsung lama, karena masyarakat 
Tiongkok tetap dapat mengkonsumsi 
drama Korea melalui internet. Oleh 
karena itu, di tahun 2008, ekspor drama 
oleh Korea Selatan ke Tiongkok kembali 
berlangsung, meskipun terbatas  pada 
variety shows dan dokumenter saja (Li 
2014, hal. 4). Memasuki tahun 2011, 
drama Korea kembali memperoleh 
popularitasnya di Tiongkok, setelah 
pemerintah melonggarkan kebijakan 
pembatasan yang dikeluarkan 
sebelumnya. Berdasarkan hal ini, dapat 
dikatakan popularitas drama Korea di 
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Tiongkok sebenarnya tidak dapat 
dihentikan begitu saja oleh pemerintah, 
mengingat besarnya permintaan 
konsumen terhadap produk drama 
Korea. 

Dari sini dapat dilihat bahwa 
kebijakan Reformasi dan Keterbukaan 
yang dilaksanakan oleh Tiongkok 
memberi dampak pada penerimaan 
masyarakat terhadap budaya asing. 
Keterbukaan tersebut menuntut 
Tiongkok untuk berinteraksi dengan 
negara-negara dengan budaya asing, 
yang akan semakin mudah terlaksana 
apabila masyarakat Tiongkok dapat 
menerima budaya-budaya tersebut. 
Keberhasilan interaksi Tiongkok dan 
Korea Selatan sendiri dibuktikan dengan 
tingginya konsumsi drama Korea di 
Tiongkok, yang secara tidak langsung 
memperlihatkan bahwa masyarakat 
Tiongkok telah menerima budaya yang 
disajikan dalam drama Korea. Bahkan, 
penerimaan masyarakat Tiongkok ini 
diperlihatkan pula melalui empat 
indikator utama teori Keterbukaan 
Ekonomi, di mana rasa percaya, rasa 
hormat, tingkat penentuan nasib 
sendiri, dan tingkat ketidakpatuhan 
yang tinggi  tercermin dalam kasus ini. 
Selain karena kurangnya kemampuan 
masyarakat Tiongkok dalam menerima 
informasi melalui media cetak, drama 
Korea dianggap memenuhi kebutuhan 
karena kontennya yang dinilai dekat 
dengan kehidupan sehari-hari 
masyarakat Tiongkok. Sehingga budaya 
asing yang selama ini tidak dikenal 
masyarakat Tiongkok dapat 
tersampaikan dengan baik dan cepat. 
Dari sinilah, drama Korea mendapatkan 
perhatian dan minat konsumen 
Tiongkok dan menjawab pertanyaan 
mengapa angka impor drama Korea 
terus meningkat tajam. Dapat 
dikatakan, dikuasainya masyarakat 
Tiongkok oleh budaya Korea Selatan 
melalui drama Korea merupakan 
konsekuensi logis yang harus diterima 
Tiongkok setelah membuka sistem 
ekonominya. 

Penerimaan Tiongkok terhadap 
Budaya Korea Selatan melalui 
Drama Korea 

Keterbukaan ekonomi secara 
tidak langsung telah membawa 
keberhasilan terhadap budaya Korea 
Selatan melalui produk drama Korea, 
yang dianggap memenuhi selera 
konsumen masyarakat Tiongkok. 
Menanggapi kondisi ini, pemerintah 
Korea Selatan mencoba memanfaatkan 
peluang yang ada dengan mengeluarkan 
kebijakan luar negeri untuk 
mempromosikan budaya Korea Selatan 
lebih lanjut di berbagai negara, salah 
satunya Tiongkok. Budaya Korea Selatan 
sendiri lebih akrab disebut sebagai 
Korean Wave, yang merupakan 
fenomena yang tidak pernah diduga 
kemunculannya oleh pemerintah Korea 
Selatan. Bermula dari presiden Kim 
Young Sam yang menyadari adanya 
potensi pada nilai pasar budaya populer 
setelah melihat keberhasilan industri 
budaya global Amerika Serikat (Kim 
2013, hal. 330). Terinspirasi hal 
tersebut, kemudian dikeluarkanlah 
kebijakan Internasionalisasi Budaya 
Korea  yang mulanya dijalankan dengan 
menderegulasi sektor finansial dan 
melakukan integrasi dengan berbagai 
negara di pasar ekonomi global. Namun, 
kebijakannya tersebut diragukan karena 
dianggap membutuhkan jangka waktu 
yang panjang dalam merealisasikannya. 

Penyebaran Korean Wave di 
seluruh dunia diketahui menempatkan 
Tiongkok sebagai negara yang tidak 
hanya tergolong menikmati produk-
produk budaya, tetapi juga mempercayai 
produk non-budaya milik Korea Selatan 
untuk mendukung kegiatan sehari-
harinya. Hal ini dibuktikan dengan 
melonjaknya minat produk kosmetik 
Korea Selatan di Tiongkok, yang 
diketahui menyebabkan pangsa produk 
kosmetik Barat mengalami penurunan 
drastis (King 2016). Hal tersebut 
disebabkan oleh adanya kedekatan 
budaya antara Tiongkok dan Korea 
Selatan, bak pada nilai-nilai budaya 
yang dipegang oleh kedua negara, 
persamaan persepsi, maupun adanya 



PenyebabDikuasainyaIndustriPertelevisian 

Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 2, Juni 2016 
 305 

sejarah masa lalu yang melibatkan 
keduanya. Seperti yang diketahui, 
drama Korea dapat diterima oleh 
berbagai negara Asia karena kontennya 
yang mengandung nilai-nilai budaya 
Asia. Terutama adalah budaya 
Konfusianisme yang menjadi budaya 
tradisional bagi negara-negara Asia 
Timur, seperti Korea Selatan, Tiongkok, 
Taiwan, dan Jepang. Oleh karenanya, 
tidak mengherankan apabila kemudian 
negara-negara tersebut terbuka pada 
impor drama Korea. Bagi Tiongkok 
sendiri, drama Korea menampilkan 
sekilas gambaran kehidupan keluarga 
dan masyarakat Korea Selatan, sejarah 
dan budaya dengan cara yang lebih 
hidup dan emosional sehingga Tiongkok 
lebih memahami Korea Selatan, 
daripada melalui berita yang berfokus 
pada fakta-fakta tertentu (Jang 2012, 
hal. 101). 

Selain itu, budaya Korea Selatan 
dianggap sesuai dengan masyarakat 
Tiongkok, bukan hanya karena 
masyarakat Tiongkok dapat merasakan 
nostalgia dengan budaya tradisional, 
tetapi juga masyarakat Tiongkok kagum 
dengan kemampuan Korea Selatan 
dalam menyeimbangkan budaya 
tradisional dengan budaya modern yang 
sedang berkembang saat ini. Namun, 
diawal didirikannya layanan 
broadcasting di Korea Selatan, seluruh 
stasiun dan jaringan Korea Selatan 
mayoritas menayangkan program 
televisi Amerika Serikat. Mengingat 
masih terbatasnya teknologi, 
kemampuan, dan pengalaman yang 
dimiliki oleh Korea Selatan dalam 
memproduksi program televisinya 
sendiri. Meskipun demikian, secara 
perlahan program televisi lokal Korea 
Selatan mengalami perkembangan dan 
berhasil memperoleh rating penonton 
yang tinggi.  

Dooboo Shim (2006, hal. 31) 
menjelaskan bahwa terdapat dua faktor 
yang menyebabkan masyarakat Korea 
menyadari akan pentingnya budaya dan 
perkembangan industrinya. Pertama, 
secara mengejutkan film Sopyonje 
menduduki peringkat puncak box-office 

dengan lebih dari satu juta penerimaan 
di tahun 1993. Ini merupakan film lokal 
Korea Selatan pertama yang berhasil 
menarik penonton terbanyak. Kedua, 
laporan Dewan Penasehat Presiden 
tentang Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi menyarankan presiden Kim 
Young Sam untuk meningkatkan 
produksi media sebagai industri 
strategis nasional setelah 
memperlihatkan hasil keseluruhan 
pendapatan film Hollywood Jurassic 
Park yang setara dengan penjualan 1,5 
juta mobil Hyundai di luar negeri (Shim 
2006, hal. 32). Prestasi tersebut 
kemudian dianggap sebagai 
“kebanggaan Korea” dan 
membangkitkan masyarakat Korea 
Selatan untuk mengembangkan industri 
budaya yang mereka miliki. Korea 
Selatan meniru dan menyesuaikan 
sistem media Amerika Serikat dengan 
mantra “Learning from Hollywood” 
yang dijalankan dengan 
mempromosikan perusahaan media 
besar secara komersial (Shim 2006, hal. 
32). Dari sinilah kemudian, budaya 
Korea Selatan muncul sebagai budaya 
alternatif dengan wujud hibridisasi, atau 
percampuran antara budaya Timur 
Korea Selatan dan budaya Barat yang 
diusung dari Amerika Serikat. 

Drama Korea merupakan salah 
satu produk yang menyajikan hibridisasi 
budaya di dalamnya. Hal ini dapat 
ditemukan melalui nilai-nilai budaya 
yang menjadi konten drama tersebut. 
Angel Lin dan Avin Tong menjelaskan 
bahwa salah satu alasan mengapa drama 
Korea lebih disukai oleh konsumen, 
dibandingkan dengan drama dari negara 
lainnya adalah karena kontennya lebih 
halus dan menekankan pada ‘qing’ 
(Huat dan Iwabuchi 2008, hal. 98). 
Qing merupakan kata bahasa Tiongkok 
yang mengacu pada belas kasih pada 
anggota keluarga, teman, pasangan, 
rekan, dan orang-orang dalam 
hubungan berbeda (Huat dan Iwabuchi 
2008, hal. 98). Selain itu, drama Korea 
dianggap mampu menyajikan jalan 
cerita yang mendekati kenyataan dan 
sophisticated, yang sesuai dengan cara 
orang Asia dalam mengekspresikan 
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berbagai jenis hubungan dan emosi 
karakter. Menjadi perhatian utama, 
hubungan antara keluarga yang 
mendalam, kebajikan berbakti, sopan 
santun, dan sikap saling menghargai 
yang ditampilkan karakter dianggap 
sesuai dengan nilai budaya 
Konfusianisme yang dianut oleh 
beberapa negara di Asia.Disisi lain, 
drama Korea juga mampu menampilkan 
budaya non-Konfusianis dan non-Asia 
yang menjadi daya tarik tersendiri, 
sehingga disebut sebagai estetika 
kosmopolitan global (Huat dan 
Iwabuchi 2008, hal. 99). Dari sini dapat 
dilihat bahwa drama Korea juga 
memiliki kualitas modern yang 
berdampingan dengan ‘Asian’ dan unsur 
tradisional yang masyarakat Korea anut 
(Huat dan Iwabuchi 2008, hal. 100). 
Mengenai hal ini, Woongjae Ryoo 
berpendapat bahwa hibridisasi 
merupakan kemampuan budaya Korea 
Selatan dan industri media dalam 
menerjemahkan budaya Barat untuk 
disesuaikan dengan selera Asia (Ryoo 
2009, hal. 145). 

Kesimpulan 

Tiongkok merupakan salah satu 
importir program televisi Korea Selatan 
terbesar, karena drama Korea dianggap 
sebagai produk budaya Korea Selatan 
yang paling memenuhi selera konsumen 
Tiongkok. Bahkan, kesuksesan drama 
Korea di Tiongkok diketahui memberi 
dampak yang signifikan pada penjualan 
produk-produk Korea Selatan lainnya. 
Namun di lain sisi, pemerintah 
Tiongkok memandang situasi yang ada 
sebagai ancaman bagi kelestarian 
budaya asli Tiongkok. Oleh karenanya, 
pemerintah Tiongkok mengeluarkan 
kebijakan pembatasan terhadap 
peredaran drama Korea di Tiongkok. 
Namun, kebijakan pembatasan tersebut 
tidak memberikan dampak yang 
signifikan, mengingat konsumen drama 
Korea di Tiongkok tetap dapat 
menikmati drama Korea melalui 
jaringan internet. Kondisi ini 
menimbulkan pertanyaan mengenai 
faktor apa yang menyebabkan industri 
pertelevisian Tiongkok seakan dikuasai 

oleh drama Korea sebagai produk 
budaya populer Korea Selatan. 

Penulis menyimpulkan bahwa 
peredaran drama Korea di Tiongkok 
yang dianggap telah menguasai industri 
pertelevisian Tiongkok merupakan 
konsekuensi dari kebijakan Reformasi 
dan Keterbukan yang dijalankan oleh 
Deng Xiaoping pada tahun 1987. 
Kebijakan tersebut tidak hanya 
membuka pintu isolasi Tiongkok 
terhadap dunia internasional, tetapi juga 
menyebabkan interaksi ekonomi 
berlangsung hingga terjadi integrasi 
budaya. Dalam kondisi tersebut, 
Tiongkok dan Korea Selatan melakukan 
normalisasi hubungan kerjasama pada 
tahun 1992, yang mengantarkan pada 
aktivitas pertukaran dan penyebaran 
budaya. Dari sinilah kemudian, drama 
Korea masuk ke Tiongkok dan diterima 
oleh masyarakat Tiongkok yang pada 
saat itu menganggap televisi sebagai hal 
terpenting dalam kehidupan sehari-hari, 
terlebih saat itu jumlah penduduk buta 
huruf sangat tinggi, sehingga 
penerimaan informasi mengandalkan 
media televisi. Selain itu, penerimaan 
masyarakat Tiongkok terhadap drama 
Korea tidak dapat dilepaskan dari 
keterbukaan ekonomi Tiongkok. Hal ini 
dapat dilihat dari empat indikator 
keterbukaan ekonomi, yakni: (1) 
kepercayaan (trust); (2) rasa hormat 
terhadap pihak lain (respect); (3) tingkat 
persepsi penentuan nasib sendiri 
(perceived level of self determination); 
dan (4) tingkat kepatuhan (level of 
obedience). Pada intinya, keterbukaan 
ekonomi Tiongkok memberi jalan 
masuk bagi Korea Selatan untuk 
menyebarkan budayanya, yang dalam 
kasus ini melalui drama Korea. 

Selain itu, keterbukaan ekonomi 
Tiongkok menjadi peluang bagi Korea 
Selatan, yang menjalankan diplomasi 
kebudayaan saat itu, untuk 
menyebarkan budaya populernya ke 
Tiongkok. Normalisasi hubungan 
diplomasi Tiongkok dan Korea Selatan 
menjadi hubungan timbal balik, 
Tiongkok membutuhkan partner 
ekonomi, sementara Korea Selatan 
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membutuhkan konsumen produk-
produk budayanya. Seiring dengan 
perubahan pemerintahan Korea Selatan, 
kebijakan budaya mengalami 
perkembangan. Hingga pada masa 
pemerintahan Lee Myung Bak, Korea 
Selatan hadir dengan kebijakan yang 
menjadikan budaya populer sebagai 
merek nasional untuk memperbaiki citra 
buruk di mata internasional. Selain itu, 
Lee juga menyebutkan secara langsung 
bahwa budaya populer tersebut 
merupakan soft power Korea Selatan 
untuk mendapatkan kepentingan 
nasionalnya, yakni peningkatan 
ekonomi dan perbaikan citra Korea 
Selatan di mata internasional. 

Lebih lanjut, dikuasainya 
industri pertelevisian Tiongkok oleh 
drama Korea tidak dapat dilepaskan dari 
faktor hibridisasi yang merupakan 
wujud dari budaya populer Korea 
Selatan. Adapun hibridisasi budaya ini 
memiliki irisan kedekatan budaya pada 

budaya Timur yang disajikan dalam 
drama Korea. Kedekatan budaya 
sekaligus representasi budaya Timur 
dari percampuran budaya tersebut 
adalah nilai-nilai Konfusianisme, yang 
menonjolkan kehidupan berkeluarga, 
rasa hormat terhadap orang tua, sopan 
santun, dan lain sebagainya. Lebih 
lanjut, nilai-nilai Konfusianisme 
memunculkan perasaan nostalgia bagi 
konsumen drama Korea di Tiongkok. 
Dapat dikatakan, hibridisasi dalam 
drama Korea adalah kemampuan Korea 
Selatan dalam menerjemahkan budaya 
Barat dengan cara Asia sehingga dapat 
diterima oleh berbagai elemen 
masyarakat. Selain itu, pasalnya 
pertelevisian Tiongkok sendiri tidak 
mampu memenuhi selera masyarakat 
dan tidak memiliki kemampuan yang 
sebanding dengan industri pertelevisian 
Korea Selatan. 
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